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Mengitgrat

h.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER| PERTANIAN REPUBLIK iINDOKESIA,

bahwn dengan Peraturan Menter Pertanian  MNoieor
B4 /Permentan/ PO 10, 8/201 3 Eeniang  Pemnasuakin
Karias, Daging, Jersan, danfataw Olahanmya Ka
Dajam  Wilayah . Nepura Republik 'ndonesia
sebaguimana  telahv beberapa kali divbah rerakhe)
dengan  Peraturzn  Menteri  Pertanian MNornar
110/ Permentan/ D 410/9/2014:

bahwa dengan  telah ditetankan Undang-Undan:
Momror 41 Tahur 2014 tepiang  Perubshan  Ars
Undang-Undang Nomor 18 Tahum 2000 lenitang
Peletnakan  dun Hesehatun  lewan, den wutuh
optimadisasi pelavanan pernasuban karkas, daging,
dun/aral  olahannvs ke  dulam wilavan  Negare
Republik  dunesw,  perlu mengatir kembel
pemasukan produele hewan:

buhwa  berdasarkan Bertiinbangan  sebagaimora
dimaksud dalem hiung o dan earuf b, Ferlu ineagaoar
kembaii  Pemasukun harkas, Dapging, dan/aisy
Olahannya Ke Dalam Wilavah MNegara  Repulnik
Indoresia, dengan Peraturan Menten Sertanian ;

. Undang-Undaneg Nomor 16 Tabun 19979 ey Eane

Karantina Hewan, [kan, dsn Tumbghan {Lembaran
Nepara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahag Lembaran
Negara Nomor 34823;

Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1994 tEntang
Penpeuabhan Agreenent Estunlishing the World Trode
Organizatian  [Persetujuan  Pembenrukan LIrgantho sl
Perdapungrr: Dunia) Lembaran Mesura Tabaip 10464
oloemor 57, Tambahan Lenbaran MNepara Nomar 3564);

Undarg-lInduns Semor B Tohun 1939 tenwatig
Perindungan  lioemern {Lembaran Wegara Tahun
1999 Nomor @7, Yambohan Lembaran Magara Momor
a821%
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Undang-Undapp Momer 1% Tahun 2003 tentang Badan
Usaha BMilik Negara (Lembaran Negara Tabun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Umdang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Petermakan dan Keschatan Hewan (Lembaran MNegara
Tahun 2009 Nomer 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 4S015]) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undapp-Undang Nomor 18 Tahun
2008 rentang Peternakan dan  Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 56190

Undang-Undang HNemor 18 Tahun 2012  teniang
Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Megara Nomor S360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor S587)
scbagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomer 2 Tahun
2014 tentang Perubshan atas Undang-Undang Nemor
23 Tahupn 2014 tentang Pemerintabhan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran MNepara Momor 5589);

Peraturan Pemerintah Momer 69 Tahun 19480 tentans
Label, dan lklan Pangan (Lembaran Negara Tahun

1269 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor
FE67;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan {Lembaran Negara Tabun 2000
Nomaor 161, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 4002},

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahwun 2002 tentang

Ketahanan Pangan {Lembaran Negara Tahun 2002
Nornor 142, Tambahan Lembaran Negara Namor 4254);

Peratursn Pemerintah Nomer 28 Tahun 2004 wentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan {Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomer 107, Tambahan Letnbaran Negara
MNomar 4424),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembapian Urusan Pemenntahan antaras Pemerintak,
Pemenntahan Daerabh Provinsi, dan Femerintahan
Daerah Kabupatwen/Kota {Lembaran Megara Tahun

2007 Momor 82, Tambaban Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Teahun 20172 tEntang
Kesehatan Masyarakat Veeeriner dan Kesejahteraan

Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 MNomor 214,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356];
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Peraturan Femerintah Momor 47 Talhun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

(Lembaran Nepura Tahun 20714 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3543];

Peraturan Presiden Momer 47 Tahun 2009 tentang
Pembentultan dan Organisasi Kementerian MNegara
sehagaimana iclah beberapa kali diubah  terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima atas Peraouran Presiden
Homior 47 Tahun 2009 tentanpg Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara {(Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomaor 24},

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Megara
serfta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon ]
Kementerian Nepara sebapaimana telah beberapa kali
divbah terakthir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan
Fresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementeran
Negara (Lembaran Negarg Tahun 2014 Nomor 273);

Keputusan Pregiden Nomer 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan hementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kernja Preriode Tahun 2014-2019;

Peraturan Presiden Nomeor 165 Tahun 2014 tentang

Penataan Tugas den Fungsi Kabinet Kerja [Lembaran
Meparg Tabun 2014 Nomor 339

Peraturan Mentern  Pertanian  Nomor 381 /Kpts/
OT. 140/ 10/2003 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol
Veteriner Unit Usaha Panpan Asal Hewan;

Peraturan Menten Pertanian Nomor 61/Permentan/

OT. 140/ 1072010 tentang Organisast dan Tata Kera
Kementerian Perraman;

Peraturan Menteri Pertanian Nemor 54/ Permentan/
OT. 140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Penggangge Tumbuohan
Karantina [Berita MNegara Tahun 2011 Momor 7)
sebapaimana telah divnban dengan Peramaran Menteri
Pertanian  Nomor  44/Permentan/ QT 140/3/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertaniun
Momar 94 Permentan /OT. 140/ 12 /201 1 tentang
Tempat Femasukan dan Penpeluaran Media Pembawa
Penyalit Hewan Karantina dan Organisme Penpganggu

Tumbuhan Karantina (Berita WNegara Tahun 2014
Nomar 428},



MEMUTUSKAN:

Menetaplan | PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG

FEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAMATAU OLAHANNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REFUEBLIK INDONERIA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud depgan:

karkes Ternak Ruminansia adalah bagian dari tububh  termak
ramtinansia sehat yang telah dizembelib secara halal dan benar,
diluliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari
tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta
lemak vang bertebih.

Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah
disernbelih =ecara halae] dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan
jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinys,

karkas Habi adalah bagian dan tubuh babi sehar yang telah dipotong,

dikerck buliinya, dipizahlan kepasla dan kakinya, serta dikeluarkan
Ieroanaya.

Daging adalah bagian dari otor skeletal karkas yang terdin atas daging
potangan primer (prime cul), daping variasi (varety/ funey meats), dan
daging industri (menufaciirng meat).

Daging Polongan Primer (prime cui) adalah potongan daging yang
memilikl keempukan, jufcness dan kalitas, wrbaik, berupa potonpan
daging dengan tlang dan tanpa tulang yang berasal dan termak
ruminansia datam bentuk segar dingin (chifled) dan beku (frozen).

Daging Vanasi |vanety/faricy smeats) adalah bagian daging selain
daging potongan primer, daging potongan sekunder, dan daging
industrl berupa potongan deging dengan tulang dan tanpa tulang
dalam bentuk scgar dingin (chilled) dan bell {frosen) yang berasal dari
ternak ruminansia, yapg terdin dan buntut (el dan lidah (founge}
serta jenis polongannya.

Daging Indusiri fmanufocturing meat] adalah bagian daging selain
daging polongan primer, daging potongan sekunder dan daging
varasi, yang terdiri atas tetelan (trimetingl 65 CL sampai dengan 95
CL, daping giling (disnewecdmineed mead), dan daging kotak {diced
meat] untuak keperluan indusi,

Daging Olahan adalah daging vang diproses dengan cara atau metode
tertentu, dengan atay anpa bahan tambahag,

Pemasukan adalah kegiatan memesuklan karkas, daging, dan/atau

clehannya dan fuar negeri ke dalarm wileyah Negara Republilk
Indonesia.
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Rekomendasi  Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang
selanjutrya discbut Rekomendas! adalah ketetangsn telmis yang
menyatakan  karkas, daging, danfatau  olahannva memernchs
persvaratan kesehatan masyarakat veteniner,

Badan Keschatan Hewan Dunia/World Organization for Anfmel
Health/Office Intermahonnl des Eptzooties yang selanjutnya disingkat
WOAHSOIE  adalah  suaon  badan  yang mempunyai  otedtas
memberikan infermasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di
guatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan
sanitery di bidang kesehatan hewan.

Penyakit Hewan Menular adalah penvakit yang ditularkan antara
hewan dan hewan, hewan dan manusia, serte hewan dan media

pembawa penvakit hewan lainnya melalui koritalt langsung atau tidak
langaung dengan media perantara mekanis.

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada
manusia atal sebaliknya.

kesehatan Masyvarakat Vereriner adalah  segala urusan  yang
berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung
atau tidalk lanpgsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Negara Asal Permasukan yang selanjutnya dizebut Negara Asal adalah

=uatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan/atau elahannya
ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia,

Unit Usaha Pemasubkan yvang selanjutnya disebur Unit Usaha adalah
suatu unit bsaha di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi
karkas, daging, dan/atau clahannya sceara teratur dan  terus
menerus dengan twjuan komarsial.

Nomor Kkontrol Veteriner [Estabhshment Numbed vang selanjutnya
disingkat NKV adalah sertifikar sebagai bukti tertulis yang sah telah
dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi scbapai kelayakan
dasar (pre reguisite] sistem jaminan keamanan pungan pada 1wnir
usaha pangan asal hewan.

Otoritas  Veteriner  adalab  kelembepgasan  pemermtah dan/atan
kelembagaan vang dibentuk pemenntah untuk mengambil keputusan
tertinpgl yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan
keprofesionalan dokier hewan dan dengan mengerahkan semua lini
kemampuan profesi mulal darl mengidentifikasikan  masalah,
menentukan kebjjakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan,
sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidang fungsi
peternakan dan/atan kesehatan hewan.

Felaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan
hlann maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kepiatan
dibidang peternakan dan keschatan hewan.

Fasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan scbhapai dasar hukum  dalam
pelakisanaan pemasukan, dengan ojuan untuk:



melindungi - kesehatan dan  ketenteraman  batin  masyarakat,
kezehatan hewan, dan kesehatan lingkungan:

memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi
vang dipersyaratkan,

menjamin karkas, deging, dan/atau olahaonya vang dimazukkan
bebas dan zoonesis dan penvalit hewan menular, bahaya kimiawi,
dan bahaya fisik; dan

memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas,
daging, danfatau alahannya,

Pasal 3

Ruang bngkup Peraturan Menteri inl meliputi persyaratan dan tata cara
pemasukan, dan penpawasan,

(1]

1)

1)

4}

(1]

(2]

BABII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN

Bagian Kesalu
Persyaratan Pemasukan

Pasal 4

Pemasukan dapat dilakukan afeh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial atau Perwakilan
Negara Asing/Lembaga Intermasional.

Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daeral,
Lembapa Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional
sebagaimana dimasksud pada ayat (1) vong akan melakukan
pemasukan, wajib mendapatkan izin  pemasukan dari Menten
Perdaganpgan.

Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan kepada
Pelalm Usaha, Badan Usaha Milik Megara, Badan Usaha Milik Daerah,
Lembags Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional
sebagaimaps  dimaksud  pada avar (2], setelah memperoteh
Rekomendasi darl Direkiur Kesshatan Masyarakat Veteriner dan
Pascapanen

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] walib menjadi
lampiran yang tidak terpisahkan denpan izin pernasulian,

Pasal 5

Pelalu usaba, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melakukan
pemasukan daging ruminansia besar wajib menyerap daging sapi lokal

dari rumah potong hewan yang telah memilki Nomor Kontrol
Veteriner.

Penyerapan daging sapl lokat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
waplh diverifilkasi oleh dinas provinsi dan/atau dinas kabwpaten/kota
asal daging sapi lokal.



Fasal &

{1} Pelaku Usaha, Budan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

atatl Lembags Sosial sebagaimuana dimaksud dalam Pasal 4 harus
berbaden usaha ataw berbadan hukum yang diditkan menunud
hulam [ndanesia dan berkedudukan di Indoncsia.

[2) Perwakilan Megara Asing/Lembaga  [ntemasional  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di ndonesia,

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana (imaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan

Pasal & pemasuban karkas, daging, dan/atau olahannya harus memenuhi
persyaratan:

a. jenis karkas, daping, dan/atau olahannya;
b negara asal dan unit usaha; dan
c. kemasen, label, dan pengangkutan,

Passi 8

Persyaratan dagng dari jenis lembu sepert] tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini, dan
karkas dansatau daging dari jemis selain lembu, serta produk daping
olahan yang dapat dimasukkan sepert tercantum dalam Lampiran i yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Fa=zal 5

Persyaraten negara as=al sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hueol b,
harus bebas dan:

a. Penyakic Mulut dan Kuku [PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious
Hovire Meuroprewmonta, dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
untuk permastkan daging ratninansia besar;

b Penyalit Mulut dan Kuku (PME], Riff Valley Fever (RVF), Sheep and
Crot Pox, Peste des Petitls Rumingnts [PPR}, dan Scrapie untuk
pemasukan karkas dan daging ruminansia kecil;

¢. Penyalit Mulut dan Kuku (PME), Rit Valley Fever (RVF), Clessical
Swine Fever (CSF)/ Hog Cholera dan African Swine Fever (ASF) untuk
pemasukan karkas dan daging babi; dan

d, Penyakit Highly Pathogenic Avian fnfluenza (HPAL dan paling lkurang
dalam jangks waktu 90 [sembilan pulub) hari terakhir dalam radivs
i flima pulah] kilemeter sebelum pelaksanazn pengeluaran dari
hegara asal telah dinyatakan fdak dalam keadsan wabah penyalkdil
Newweastle Disease (ND}, Druck Viral Hepotitis (DVH), dan Duck Virel
Ententis (DVE} untuk pemasukan karkas ungeas.

Pasal 10
(1) Pemasukan daping ruminansia besar dari negara dengan siatus

risike BSE dapat dikendalikan  [controlled BSE  righi, dapat
dipertimbangkan sebagal niegara asal pemasukan.
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i1]

(2}

Daging rurninansia besar dari negara dengan status risike B3E dapat
dikendalikan (controlied BSE nzk) sehagaimana dimaksud pada ayat
(1] berupa:

a daging tanpa tulang {boneless/deboned meaf), kecuali yang
dGipisablan secara mekanis [mechanically separated meot!MSM
aiau mechanically deboned meat/MDM); atau

L. daging dengan tulang (bone-in meaf),

Daging dengan tulang sebagaimana dimakeud pada avat (2) huruf b
hars herasal dari:

a. ternak vang lahir dan dibesarkan di negara asal pemasukan dan
sepanjang  hidupnya  tidak  pernah diberlkan  pakan Vang
mengandung bahan asal ruminansia;

b. ternak berumur maksimal 30 {tiga puluhb) bulan;

c.ternak yang telah lulus pemeriksaan ante mortem dan tdak
dipingsankan (stunring dengan cars menyuntikkan udara atau
gas bertekanan ke rongga kepala; dan

d. karkas telah lulus pemeriksaan post morterm dan telah dilaloakan

tindakan pencepahan terkontaminasi oleh Specified Risk Material
[SRM).

Fasal 11

Dalam hal negara belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PME]

dapat dipertimbangkan sebapai negara asal pemasukan daging
ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah;

#. dilayukan pada pH daging i bawah 59 serta dipizsahkan
Limioglandula {deglanded] dan tulengnya {deboned): dan
b. dipanaskan lebih darl 807 C zelama 2-3 menit,

Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan pEmAnasan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurul b dapat dilakukan
melaliti proses penpgaraman paling kurang 12 {dua belas) bulan.

Pasal 12

Status penyakit hewan di negara asal pemasukan sebaraimana dimaksnd

dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 didasarkan pada deklargsi
WOAH/ CIE,

(1)

Pasal 13

Persyaratan unit usaha sebagsimana dimaksud dalam Pasal 7 humf
b harus:

A. di bawah pengawasan dan terdeftar sebagal unit usaha
pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal;
b. Hdak menerima hewan dan/atsv mengolab produk hewan VAnNE

berasal dan  negara tertular  penvakit hewan  menular
sebagaimana dimaksud dalam Pasal o
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{1]

2]

13}

{4]

{1}

€. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesual deigan
ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem
jaminan  keamanan pangan  yang diterbitkan oleh  otoritas
kompeten yang dialoui secara inlernasional;

d. memiliki dan hanyas menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk
selurith proses produksi {fully dedicated for halal practices) serta
mempunyal pegawai tetap yang bertangpung jawab dalam
pelaltsanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan
pernrosesan secarg halal; dan

e. mempunyai juru sembelih halal bagi rumah polong hewan selain
rumah potong hewan babi dan disupervist aleh lembaga sertifikasi
halal yang diaku oleh otoritas halal Indonesia,

Penerapan sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} buruf d pada rumah potong hewsn unpsas harus

menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh
Jurna sembelih halal sebagaimana dimaksud pade ayar (1) huruf e

Fasal 14

Negara asal dan unit usaha dapat ditetapkan sebapal negara asal dan
unit usahe pemasulan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13,

Penetapan negara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) dilakukan oleh Menteri.

Mentert dalam menetapkan negara asal dan unit usaha sebagaimana
dimaksud pada syat {2} berdasarkan persyaraian scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hastl analisis
risiko.

Penetapan nepara asal dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dalam pelaksansannya difabukan oleh Direktur Jenderal

Feternakan dan Kezehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentulk
Keputuasan.

Pagal 15

Analisis risiko schagaimana dimakstd dalam Pasal 14 ayat (3)
dilakukan melalui tahapan:

&. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (aeceptable
level of protectton) sesuai dengan jenis penyakit;

b pemeniksaan dobrumen {desk revtewd dan veriiikasi {on site review)
sistem penvelengearaan kesehatan hewan dan jaminan keamanan
produk hewan di negara asal, dan

c. pemeriksaan dokumen (desk reviewd dan audic pemenuhan lon

site review} sistem jaminan keamanan dan kehalalan produlk
hewan di unit usaha.
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Analisis nisiko sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Tim Analisis Risiko vang keanggotaannya terdiri atas walkil dari
Direktorar Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar
dengan latar belakang keilmuan terkait.

Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kegehatan hewan dan
jaminan keamanan produk hewan di negara asal sebapaimana
dimaksud pada avat [1) hurof b dilalukan oleh Tim Penilai Megara
yvang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Eomist Ahl Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk
hewan di unit ussha sebapaimana dimaksud pada ayat (1] huruf o
dilaltulcan oleh Tim Peailai Unit Usaha yang keangeotaannya terdid
atas wakil dari Direktorat Jendere] Peternakan dan Kesehatan

Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masgyarakat
Veteriper.

Tim Anabisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayai {2), Tim Petulai
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat {3y, dan Tim Pentlai Unit
Usaha sebagaimana dimaksud pada avat {4) ditetapkan oleh Direlctur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Mented dalam
bentuk Keputusan,

Penetspan penambahan urtit usaha dari negara asal yang telah
ditetapkan dilakukan melalui tahapan anslisis risike schragainang
dimaksud pada ayat (1] haruf o

Fasal 16

Jika hasil apalisis risikc negara asal, risiko melebihi tingleat
perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat {1} hurny a, Direktur Jenderal Peternakan dan

Keschatan Hewan menerbitkan surat penolakan penetapan necgara
asal.

Jika hasit analisis risiko uegara asal, risiko lebib rendah atay sama
dengan tinghat perlindungan yang dapat diterima schagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1) hurf 8, Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan etas nama Menter menetapkan
negara asal sebagal negara pemasukan dalam bentuk Keputusan,

Pasal 17

Karkas, daging, dan/atau olahannya vane akan dimasulkan hamus

memenuhi persyaratan Kemasan, label, dan pengangluan sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
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Pagal 1B

Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus:

a. asli dar negara asal dan memiliki iabet; dan

b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan {food grade), serta
tidak bersilat tokail.

Prsal 19

Label scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengpunakan bahass
Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantdmlan:

negara tjuan Indonesia;
Nomor Kontrol Veteriner |Establishment Numberf;
tangeal penyembelihan, pemotongan, dan fatay tanggal produksi:

jumlzh, jenis. dan spesilikasi karkas, daging, dan/atau glahannya,
dan

e. tanda halal bagi vang dipersyaratkan.

no o

Pasal 20

i1} Pengangkutan karkas, daging, danfatau olahannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dilaloukan secara langsung dari negara asal
ke tempat pemasulan di witayah Megara Republik Indonesia.

{2} Karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud pada
avat (1} sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan
tndakan karantina hewsan di negara asal.

(3 Pemasukan karkas, daging, dan/aau olahannva dengan cara transit

dilskukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di hidang karantina hewan.

[4] Setibanya di lemopat pemasukan, karkas, daging, dan/atau
clahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesual denpan
ketentuan perataran perundang-undangsn bidang karanting hewan,

Fazal 21

Pengangkutan  karkas, daging, den/atau olahannya untuk yang
bersertifikat hala! dan yang tidak berserdifilat halal dilarang dalam satu
kontainer.

Bapian Kedug
Tata Carg Pemasukan

Pasal 22

Untuk mempercleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat {3) pemochon mengsjukan permohonan secara onfine danfarau
langsung imanual) kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Pazcapanen dengan tembusan Direktur Jenderal Peternekan dan
Kezehatan Hewan, sesual dengan Format-1,
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Paszai 23

(1] Permohonan Relkomendasi oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah harus diajukan pada tanpgal
1-31 Desember tahun sebelumnya, tangeal 1-31 Maret, tanggal 1-30
Juni, dan tangeal 1-30 September tahun berjajan,

{2} Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, dan Perwakilan

Negara Azing/lembaga Intermasional dapat digjukan sewaktu-waktu
sesual dengan kebutuhan.

(3} Dalam hal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga,
Badan Usaha Milk MNegara dapat mengajukan  permochonan
Rekomendas] sehagaimans dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waltu,
seslal penugasan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 24

{1) Fermohonan Rekomendasi yang digjukan oieh Pelalnt Usaha, Badan

Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah harus dileaghkapi
pereyaratan:

a. kartt Tanda Penduduk (KTP) danfatau identitas pimpinan
perusahaan;

b. Momaor Pokak Waijib Pajak (NPWP);

¢. Surat lzin Usaha Perdapangan [(SIUP);

d. surat randa dafltar atau izin usaha di bidane peternaltan dan
kezsehatan hewan;

¢, aka pendiran perusahaan dan perubabannya vang terakhir:

.  HNomor Kentrol Veteriner (NKV):

B- penetapan sebagal Impordr Terdaltar (IT) produk hewan:

h.

surat keterangan bermateral kepemilikan tempat penyvimpanan

berpendingin (cold storags) dan alat tranaportasi berpendingin

disertai buleli/ dokumen pendukungnya, kecvali uniuk pemastkan
daging olahan siap s2ji yang ddak  memerlukan fasilitas
berpendingits scbagaimana inlormasi pada label produk;

1. rekomendasi dinas provinsi;

J. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang keschatan
masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat penpangkatan atau
kentrak kerja dan pimpinan perisabasn:

k. laporan realisasi pemasukan periode sebelumoya,

1. bukt penverapan daging sapi lokal telah diverifikasi oleh dinas
provinsi dan/atau kabupaten/keta asal daging sapi loka!; dan

m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen

vang disampalkan benar dan sah,

{2} Permohonan Rekomendasi yang digukan oleh Lembaga Sosial hams
diengkapi persvaratan:

a. HKartu Tanda Penduduk (KTP) danfatan identitas pimpinan
lembaga sosial;

b akta pendirian lembaga sosial dan perubahannys yang teraktie:
¢. penetapan sebapai Lembaga Sosial dar instansi berwenang:
d. keterangan pemberian hibah dari nepara asal;
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e, bukti kepemilikan/sewa tcmpai penvimpanan berpendingin (cold
storage) yang telah memiliki MKV dan dokter hewan penanggung
jawab teknis,

f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging,

dan/fatan slahannya;

keterangan calon penerima; dan

surat permyataan bermaterai vang menyatakan bahwa dolumen
vang dizampatkan benar dan sah.

g9

(3] Permohonan Rekomendasi yvang diajukan oleh Perwakilan Negara
Asing ! Lembaga Internasional harus dilengkspl persyaratan;

a. ideniitas pimpinan danjatan wakil yang ditugaskan/dikuasakan:

b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin {eold
storage];

¢. surat pernyataan untuk kelnituhan internal dan tidak diedarkan:
dan

d. surat peruyataan bermateérar vang menyatakan bahwa dokumen
yang disampaikan benar dan sah.

[4) Dalam hal untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga,

permochonan Rekomendasi yany diajukan oleh Badan Usaha Milik
Negara harus dilengliam persyaratan:

8. surat permgasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara;

b. Kartu Tanda Penduoduk (KTP) dan/atau  identitas pimpinan
perusahaan;

c. bukti kepemilikan/sewa tempat penvimpanat berpendingin (cold
storagel yang telah memiliki NKY dan dekter hewan penangmung
Jjawab teknis; dan

d. surat pernyataan bermateral yang menyatakan bahws dokumen
yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 25

Direktur Kesehatan Masyarakat Vewriner dan Pascapancn  seteiah
menerima permohonan sacara online dan/atay langsung (manual) dalam

janghka wakwu paling Jama 7 {tujuh) had kerja sudah memberikan jawaban
menclal atan menyetujui.

Pasal 26

{1} Permohanan ditclak scbapaimana dimaksud dalam Pasal 25 apabila
tidak memenuhi persyaratan pemasikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 17 dan/atau Pasal 23, diterbitkan surat penolakan cleh Direkctur
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen kepada pelaku
pemasukan secara ondine dan/atau langsung {manual) dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
sesual dengan Format-2,

(2] Permohonan disetujui  schagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

diterbitkan Rekomendasi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{3], sesuai dengan Format-3.

13



Pasmal 27

Rekgmendasl sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 26 ayat  [2)
dizampailkan oleh  Direktur Kesehatan Masyarakat WVeterdner dan
Pascapanen kepada Menteri Perdagangan secara online dan/atau
langsung (manual) dengan tembusan kepada Menter Pertanian, Direletur
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Earantina
Pertanian, Direktur Jenderal Bes dan Cukai Kementerian Kruangan,

Kepala Dinas Provinst, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
tempat pemasulan, dan pemohon.

Pasal 28

Penctapan jumlah dalam rekemendasi per Pefaku Usala, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Sosial, dan Perwakilan

Nepara  Asing/Llembaga  Intemasional, ditetapkan oleh  Menteri
Perdagangan.

Pasal 20

Penerbitan Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 23
dilakukan 4 {empat} kali yaitu bulan Desember tahun sebelumoya, Maret,
Juni, dan Sepiember tahun berjalan,

Pasal 30

Rekomendasi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit
FILErLLAL:

a. nomor Rekomendasi;

b. nama, alamat pemohon, dan  alamat  tempat penyimpanan
berpendingin (cold storage};

nomaor dan tangesl surat permohonan;

negara asal;

nama dan nomor establishinent unit usahu pemasok:

Jenis/ katepori karkas, daging, dan/atau olahannya beserta kode HS:
persyaratan teknis keschatan masyaralkal veteriner:

tempat pemasukan;

masa berlaku Reftomendasi: dan

LIjuan pengginsan.

i 1 i B 1 B P

Paspl 31

{1] Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 30
huruf i paling lama sejak tangga! diterbitkan sampai dengan tanggal
31 Desember tahun berjalan.

(2} Dalam hal negara asal yang tercantum pada rekomendasi terjadi
wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam  Pasal

9, Pasad 10, dan Pasal 1i, rekomendasi vang tetah diterbitkan
dinyatakan tdak berlalou,
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3]

(L

2

{3

4]

Permohonan rekomendasi dapat disampaikan kembali untuk Negari
selain sebagaimana diraksud pada ayat (2) sehelum batas walk
rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

Pasal 32

Twuan penggunaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurof j
terhadap daging jenis lembu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

untuk hotel, restoran, katenng, industd, dan kepertuan khusus
laininya.

Tuuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j
terhadap karkas dan/atau daging dari Jenis selaln lembu, serta
produk dapging olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk

hotel, restoran, katering, industri, keperluan khusus lainnya, dan
pasar modern.

Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
ayal {2), meliputi;

A kinman hadiah atay hibah untuk keperiuan ibadah, sosial, atau
kepentingan penangrulanpan bencana;

b. keperiuan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta
pejabalnya yang bertugas di Indonesia;

¢. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetabiuan; atan

d. contoh yang ddak diperdaganghan (keperluan pameran) samipai
dengan 200 (dua ratus) kilogram,

Tujuan penggunasn sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 30 huruf ]
oleh Badan Usaha Milik Negara schagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat {3} untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kegiatan
Cferasl pasar,

Pasal 33

Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Braerah,

Lembaga Bosial, dan Perwakilan Negara AsingfLembapa Internasional,
yang melakukan pernasukan karkss, daging, dan/atan vlahannva:

. dilarang mengajukan perubahan negara asal, unit Usaha asal, tempat

pemasukan, jemisfkaepen  karkas, daging, dan/atau olahannya
terhadap rekorendasi yang telah diterbitkan:

b. dilarang mefakukan pemasukan jenis/kategori  karkas, daging,

dan/atau olahannys selain yang tercantum dalam rekomendasi;

€. wapb melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit

hewan renular; dan

d. wajilr melaporkan realisasi pemasukan prriode sebelumnya pada saat

mengajukan rekomendasi pemasukan yang bana
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BAE L1
PEMAWASAN

Pasal 34

(1) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan
karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap
pemenuhan persvaratan keschatan masyarakat veteriner.

(2} Pengawsasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Doicter  Hewan berwenang yang memiliki  kompetensi  sebagal
Pengawas kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementeran, provinsi,
dan kabupaten fkota sesual dengan kewenangannya,

{3) Karkas, daging, dan/atanu olabennya yang telah dilakukan todakan
karantina berupa pembebasan, selun diawasi oleh pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dapat dilakukan oleh
masyarakat,

(4] Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) berupa laporan dugaan pepyimpangan terhadap karkas,
daging, dan/atan slahannya yang beredar

i3l Laporan oleh masyarakat sebagaimane dimaksud pada ayatr [4)

disamnpaikan kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veterner
setempat,

Pasal 35

Dalam hal di wileyah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki
Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 34 ayat (I}, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas
Kesehatan Masyaralzat Veleriner provinsi atau kabupaten/kota terdekat.

Pa=al 36

Pengawasan sebagaimana dimsksud dalam  Pasal 34 dilakukan
pemeriksaan terhadap:

2. kondisi fisik karkas, daping, danfatau olahannya:
b. kemasan dan label;

. dalmen;

d. tempat penyimpanan dan alat anglut; dan

¢, empat pemjajaan, khusus untuk praduk olabhan.

Pasal 37

(1] Pemenksaan kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olshanmya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hunuf e, dilakukan secara
organcleptik,

(2} Apabila hasil pemerksaan secara  organaleptik schagaimana
dimaksud pada ayat (1}, ditemukan adanys penyimpangan harus
dilakulan pengambilan sampel unmuk dilskukan pengujian lebsh
lanjut.
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(3

[+

(5}

(L)

(2)

(3}

Pemeniksaat kemasan dan label scbagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf b, dilakukan terhadap kesesuajan keterangan mengenai
nama  produk, predusen, (enggal produksl dan/atau tanggai
kadaluarsa, jenisflkategori produk, serta tanda halal bagi yang
dipersyaratkan.

Pemeriksasn deoloumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 buruf
¢, dilakukan dengen pemeriksazn terhadap kelengkapan berupa
sertifikat veteriner dan sertifat halal bagi yang dipersvaratkan.

Pemeritsaan tempal penyimpanan dan alat angkut sebagrimans
dimaksud dalam Pasal 36 huraf <, dan tempat penjajaan kKhusus
untuk produk olahan sebagaimana dimaksud datam Pasal 36 hyeuf
c, meliput kesesuaian persvaratan higine sanitasi, dan subu
raangan sesual dengan jenis karkas, daging, dan/atau olahannya,
serta permmisahan produk halat dan non halal.

Fasal 38

Pengawasan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling
sedikit 4 {empat] bulan sekali, atay sewaltu-wakiu apabila diketahui
adanya duguan penyimpangan terhadap dipenukinya persyaratan
teknis keseharan masyarakat veteriner.

Pengawas Kesthatan Masyarakar Veteriner scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) melaporkan hasil Pengawasannya secara
berkala atau sewabtu-walitu sebagaimuna dimalesud rada ayat (1)
kepada Direktur Kescehatan Masyarakar Veterner dan Pascapanen,
dan Kepala Dinae Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya.

Direktur Eesehatan Masvarakat Veteriner dan FPascapanen, Kepala
Diras Provinsi atew Kepala Dinas Kabupaten/Hota sebagaimans.
dimaksud pada ayac (2} menyampaikan laporan hasil pengawasan
secara berkala atau sewalkitu-waktu kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatano Hewan, Gubernur atau
Bupati/ Walikota sesuai dengan kewsnangannys,.

BAB IV
KETENTUAN SANKSL

Pagal 39

Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Fegara, Badan Usaha Milik Daerah,
Lembaga Fosial, atau Perwaldilan Negara Asing/Lembaga Internasional,
yang melanggar ketentyan;

a. Pasal 4 ayat {2} dan ayar (4);
b. Pasal 5;
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¢. Pasai 24 ayat (1) hurof k, horof ), hueaf m, ayat (2] huruf b, ayat (3)
huraf d, dan ayat (4] huruf o

d. Pasal 32; danfatan

e. Pasal 33,

dikenakan sanksi berups pencabutan rekomendasi, tdak diberikan
rekomendasi berikutnya, dan diusulkan kepada Mented Perdagangan
untuk mencabut Persetjuan Impor (Pl dan status perusahaan sebagai
Impardr Terdaftar (IT) produk hewapn.

BAR WV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Negara asal dan unit wssha vang telah  memenuhj persyaratan
sebagaimana dimakand dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13,
disetujui sebagai negara asal dan unit usaha pemasikan sehelum

Peraruran Menteri ini berlaku ditetapkan sebagai ncgara gsal dap wnit
usaha pemasukan.

BAE V]
KETENTUAM PENUTUP

Pasal 41

t1) Pada saar Peraturan Menter ini mulai berlaky:

a. Peraturag Menteri Pertanian MNomor 84/ Permentan
FD.A10/8/2013 tentang Pemasublarn Rarkas, Daging, Jeroan,
danfatau Olabapnnya Ke Dalam Wilayah Negara Republik
[ndonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomar 10G68);

b. Peraturan Menter: Pertanian Nemor  96/Permentan/
PDL410/9/2013 tentang Perubahan atas  Peraturan Menter
Fertanian  MNomor  84/Fe rmentan/PO410/8/2013 tentang
Femasukan Karkas, Daging, Jdercan, danf«tau (ilehannva Ke
Dalam Wilayah Nepara Fepublik Indonesia (Berita Megara Tabmn
2013 Nomer 11708: dan

c. Peraturan  Menten  Pertamian  Nomor 110/ Permentan f
PD.410/9/2014 tentang Perubahan Xedua atad Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 84/ Permentan/PD 410/8/2013 tentang
Pemasukan Karkas, Daging, Jercan, danjatan Dlahannys Ke

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia {Berita Nepara Tahun
2014 Nomor 1285},

dicabut dan dinvatakan tdak berlaku,

(2} Ketentuan kewsjiban penyerapan daging sapl lokal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaky pada tanggal 1 Maret 2015,
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Paxal 472

Peraturan Menter ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundanparn

Peraturan Menterl ini dengan penempatannya dalam Berita Negars
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

FERTANLAN
REFUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tangeal 24 esember 2014

MENTERI HUKU AN HAK ASAST MANLISIA

TA A H. LAOLY

A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUMIOA NOMOR 1967
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LAMPIRAN [ PERATURAN MENTER] PRRTANIAN REPUBLIK INDOMNESIA

TANGGAL

NCGMOR

: 139,"PEJ‘I:ILE.'E'ITHH,-"F‘D.-ql'U,."]'2,"2"]]4
23 Desember 23014

DAGING DAR| JENIS LEMBL YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EETERANGAN
Ko | POB TARIF/HS | URAIAN BARAKGS . : —
| Bategan daging - | Jenis iten BUIDnEAN | Jewis item potangan
' [interoasional) [nama Indonesia)
] 2 | 3 q i £
I POTONGAN DAGING DA JENIS LEMBL SEGAR DIRGIN DAN BLEKL
02,01 Baging binatang
Jenis lembu,  separ
atau dingin,
1 | Ex. -Patongan daging Parongan Primee | Short foin Has pendek
U201.20.00.00 | tainnys, bertubang Fump & Loin Has dan tanpunp
{Bone ing {Pramee Cuts) bertulaty
Y-Hone Stegk Stealc has pendek
2 | Ex -Caping tanpa | Fatongan Primer | Tenderiom Slide Strap | Has dalapy tinpa i
F201.30.00.00 | milang (Boneless) fPritne {rls) i anakan
Teridarlo ez dalam degan
analkan
Strploin sirkain Hes luar
Cube reli/ Kb Eye Lamusic
Rump Steak Stleak faryung
202 Draging binatang
jetiia lemb, beky,
3. | Eax -Potangan daging Potongen Primer | Short foin Has pendek
U202.20.00.00 | lainnva, bertutang | (Prme Clyl [Rump & Loin Has dan tanjung
{Fone In) bertulang
T Bone Stenk Steak hea perdek
Short Rifes iga Ferngek
Bertulany,
4, | Ex. -Daging lanpa | Potehgan Primer | Tenderioin Sijde Strap | Hag dalsm tarps
D202.30.00.00 | tutang {Prire Cuts) aff anakan
fBongless) Tendertoin Has dalam dengan
anakan
But: Tewdertair. + Ljung haz dalam
armploits sirioiv Has huar
Iri-Tigpd Hottern Sirigin | Panglal tanjung
Fnangle bawah bersjk
Clibe rol Fis Eye Latasir
Terderiod sfeh &tealt has= dalam
Sinploi slegk Steak haz luar
Cube rall/ Rib Eye Steak lamusir
steak
Top zirlain Fanghkul tanjung atas
Sirtmin Bull Haks tanjung bersih
Fump Steak Steak tanjung
Fallet of lnin | Irisnun daging
- Pinggang
Churek Totn Has sampil
! Shart Fihs Daging lya Pendex |
Daping ndustr rimmings 65 sempai | Tetelan 65 sampae
[rarefooturing dengun 35 - O dengar 95 -Cf
Mgt} Lisnewed minged begf Daging giling
| Liced? block beey . Daging balok/dadu
. 06 Siza yang dapat
dimakan dar
Mnatang jenis

lembu, babd, bid-
biri, kembing, kuda,
keledri, bagal atay




KETERANGAN
Mo | POB TARIF/HS | URAIAM BARANG _ :
Kategor daging - | Jenia itz potongan | Jends item potongan
[inlernasional) {hame Indoneszia)
5] 2 3 q s &
hinne, asgar,
dingin atau beku
3| BEx - Dari binatang Pagng  variasi Tounge Jorg cut Lidah potangan
0206.10.00.00 | jenis lembu, scgar {(Fanecy and panjang
atau dingin veaTiety rregl Taurmoges Lidah
Bonless/lanpa Tounge-short cut Lidah potongan
tulang pendek
Tolnge-shorl cut | Lidah potangan
spicial trin spesial
fournge  Sudss cut | Lidah pPotongan
speacinl Irim BWiGs Fpesial
Daging  variasi | Tedl (60707 V &561) Buneut
(Fancy and | Tail pleces Potangan Buneul
wriely magt)
Lione i/ Dengan
i Tulang
+ - Dari binatang
jenis lembu, beka:
& | Ex. ~Lidah Raging  wvuriasi | Touwyge ¢ Lidah
2062 1.00.00 {Fancy and | Tounge-long cut [ Lidah potongan
variaty Hreok panjatiy
Boitlesss tanpa Tounge-short cut Lidah potongan
tulang pendek
Torge-shirt ot | Lidah potonpan
specal brim Fpesial
Tounge  Sudss  cue | Lidah pPoLoTgaT
gpecial trim zwias spesial
T. | Ex. --Lain-lain
Q206.25,00.00 Daging  varasi | Tl Buntut
[Farcy and | Tajl pleces FPodorgor Buntut
werrety maand)
Bone in{ Cergan
Tulemp

MENTER! PERTANIAN




LAMPIRAN [| PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR v 139/ Permentans/ PR, 4107127 2014

TANGGAL | 23 peeomber 2i1a

KARKAS DAN/ATAU DAGING DAR! JENIS SELAIN LEMEBU, S8ERTA PFRODUK
DAGING OLAHAN YANG DAPAT DIMASUKKAK KE DALAM WILAYAH
NEGARA REFUBLIK INDONESIA

Be | POS TARIF f HS URAIAN BARANG KETERANGAN
1 F3 3 q
| [ KARKAS DAN/ATAL DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBD SEGAR DINGIN DAN BEKT)
02,08 Daging babi, sezar, dingin
atau bel,
-Separ atau dingn
L. |[D203.11.00.00 --Karkas dan setengah P cercass
karkasz Mg Falf Corcass
2. [ 0203.12.00.00 --Faha, bahy dan Semua jetnia berasal dari, paha, Lahy dan
potongannya, bertulapg prtongan bertulang,
a0 [ 0203.15.00.0r% =Lajin-lain Faork loin ak bone (r
Fork boby back rib bone in
Fork sperre rib bore in
Lan semua feris potongannaya batk kerltdang
maypun Bdak bertulang.
«Beky :
. | 0205, 21 00,00 --Karkas dan setenpah big carcass
karkas g half carcess
3. | 0203.22 00,00 --Paha, baby dan . Semua jenis beragal dad, paha, bahn dan
potongannya, bertutang potongan bertulang.
Bk ;
B | 0203.20.00.00 --Lairn-lain Pork loin rib bone in
Fark baby back rib bone in
Pork spare rib bone in
Dan semua jenis potorgannya baik beruleng
froupun Hdak berfuigng,
.04 Daging bir-bin atau
kambing, segar, dingin atau
bk,
-Daging lainnya dan biri-
birl, segar atay dingin -
T | 004, 10.00.00 - Karkes dan seteqgah Lomb carcass
karkas dar biri-bin muda, | Lemb half corcess
gegar atayu dingin Mution carcass
Miuctton half corcass
Hoggel carcags
Hogget half carcass
8. | 0204.21.00.00 --¥arkas dan sctengah Larth cqronss
kerkasg Lanth holf coreass
Mutton carcnss
Auttor haif nercass
fluggat carcoss
Hagget hailf corcgss
O, | 0204,22.00.00 --Futonigan daging lainnys, Lomb rack
Mutten leg
Mutton rack
Dan jenia potongan daging bertulang lainnya
10, | O204,23.00.00 «-Baging tanpa tulang Lamb loin
Lok hind shanic
Leenb fore shank
Lamb rimp
Lamb shank




Mo

POS TARIF f HS

URAIAN BARANG

KETERANGAN

2

4

Lumb tenderdain
Lamb eye of shortioin
Latrrh sRhortlom
Mutten lsn

Mutton ternderloin
Mutton trurtk boneless
Mutton trurk meat

17.

Q204,230,000 04

-Harkas dan setangab
kerkas darni biri-bin muda,
[£3571

Dien jemis potangan daging tanpa filang ininngya

Lamb ¢arcags
Latrth half spregaes
Mutton carcass
Mufton helf carcgss
Hogget carcass
Hengaet half careass

-Daging lainnya dari his-
bir, bely

12.

0204.41.60,00

--Karkas dan setengah
karkas

Lamb carcoss =
Lamb fualf carcass

Muttor corongs

Mutior half coreqes

Hogget carcass

Hogret hatlf carcoss

13,

0204.42.00.00

--Putongan daging lainnva,
Lertalang

Lk rack,
Lamb leg
Mufton leg
Murten roel:

Dian fenis potodagdgn dagitg beriufang lainmyae

14.

G204 43.00_00

--Dhaging tanpa tulang

Lamb lein

Lamb hing shank
Lamdb fore shank
Lamb rump

Lorrth ghark

Lamé tenderioin
Lamth eye of shomiuin
Lomb shorlom
Mot (o

Mutton terde=rloin
Mutton trunk boreless
Mution trynk rcar

Dan jenis priohgart daging tanpe fuigng iginnye

15

Ex.
Q204 50, 00.01)

- Daging Kambing

Goat carcass

Hall poat carcass

Goat leg

Goat loin

Goat six way cut

Goal forequAarter

Lan jenis potongan daging tanpa tulang dan
bertulang leinnya

Q2,07

Daging den sisanya yang
dapat dimakan, dari ungens
pada pos 01.05, scgar,
dingin atan beku,

- Dari ayam spesies Gallus
domesticus !

15,

Ex.0207.11 0000

—~Tidak dipstong menjadi

bagian-bagian, scgar atau
dingin

Earkas Ayam utuh segar dingin

17,

Er. 0207 12.00.00

~Tidak dipotong metjadi
hagion-bagian, beky

Katkas Avam utuh beku

- Dari kalkun -

13.

Ex 0207 240000

--Tidak gipotong menjadi

Markes Kalbun utuh segar dingin




No | POS TARIF / HE URAIAN BARANG KETERANGAN
1 o 3 é
bagian-bagian, separ atay
dingin
9. | Ex 0207 23.00.00 | --Tidak dipotong menjadi Karkas Kallrun utuh beloy
bagian-bhagian, bekn
- Dari bebel:
20. 1 Ex, --Tidak dipetong menjad] Karkes bebek uruh segar dingin
Q207.41.04.00 bagian-bagian, segar atay
ditegmin
21, | Ex, y - Hidak dipotung menjadi Karkas bebek utub belm
Q207 42 0000 bagian-bagian, beky
02.08 Daging dan =sisanya Yang
dapat dimakan dari binetany
lainnye, sapar, dingin atay
bely,
3z | Ex ==Lain-fain Karkas Kangpuru
Q208.90.90,00 Setengah karkas kangury
Daging Hangguru
Karkas Rusa
Setenpabh karkas rusa
Paping Rusa
li. PRODUK DAGING OLAHAN
16.01 | Susiz dan produk
ermacATnys,. dari daging,
si5a daging ata darah:
dlahan makanan beregal
dan produk i,
1. | Ex - Dalam kemazan Ledap Snogis dan produk semacamnya, berasal dan

1601.00. 1,00 udata daging, ulahan wakana berazal dari produk i,
2 |Ex » Lain-lain So5is dan produk semacannya, berasa) dan
1631.0090.00 daging, olahan makanun berasal dar produk ini.
16.02 Daging, siga daging atau
daral lainnys yang diolah
atau digwetkan
16.02.10 - Ofahan homogen:
4. | Ex.160%,10.10.00 | -- Menpgandung babi, dalamn | Dar daging Lahi
kemasan kedap ndam
4 | Ex -~ Lain-lain Hanya dart daging ruminansia besar/keed
1602 10.90.00
5. | Ex - Dari hati binateng Hanya dari hati bebel [fid grad]
1602, 20 0000
- Dari Baby:
166241 -- Paha dan potongasnya:
6 | 1602.41.10.00 -== Dalam kemaszan kedap
udara
F. | 1602.41.90,00 == Lain-lait
1602 4% — Bahn dan potongannya;
8, 166242, 10,00 --- Dalam kemasan kedap
udara
g. 1602.42 920,00 -— Eain-lain
1662 49 -- Lain-lgin, termazulk
CEITPUran:
--= lutchean meat:
1d [ 1602.49.11.00 | - Dalam kemasan kedap
wdara
11, | 1602.49.19.00 ---— Laiti-lain
= Lair-lain :




Bla

POS TARIF / HS

URAIAN BARANG

KETERANGAN
1 . 3 i q
12, | 1602.42,91.00 - Dalam kemagan kedap
udara
13. | 1602.49,9%.00 --== Lain-lait
L4, | 1602 50.00,00 - Dari binatang jenis lembu
1602 90 - Laun-lgin, termesuk olakan
dar dareh binatan
15, | 160290, 10.00 -+ Kari domba, dalam
kemazan kedap udara.
1&6. | Ex. -- Lain-lain Recuali olahan sisa daging dan darah
160290 90,00

AMEAN SULAIMAN




Format-1

Tangpal, Bulan, Taliun

Nomor

Lampirap

Hai  Permohonan Rekomendasi Teknis Kesehatan
Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan
Karkas, Daging, dan fatau Olabanmnya Ke Dalam
Wilayah Negara Republils Indonesia

¥ih,

Dhrekctur Keschatan Masvarakat Veteriner dan Fasyapanen
melalui Kepala Pusar Perlindungan Varietas Tanaman dag Perizinan Pertanian

J1. EM. Harsono No.3
Paszar Minggu, Jukarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan  agar  dibertkan  Rekomendasi
Pemasuken karkas, daging, dan /atau clahannya ke dalam wilayah TIeEATA
Republtk Indonesia denpgen data sebagal berikut ;

1. Namg Perusahaan/Femchon -

2. Alamat Peruzsahaan fPemochon -

3. Alamat Gudang/ Cold Storage

4. Jenis daging

Mo | PosTarf | Kategor [ Jenis ftem | Negarm | Mama & No, Pelabuban | Negara
{kede HS)| produk | potengan Azal Unit Uzaha | Pemasukan| Transit

Peruntitlan : Hatel, Restaurant, Katering, Industed
Rencana distribusi :

Pelabuhan pemagukan
Necgara Asal

. Nomor Establishment fRPH
10.Negara Transit

DR Ln

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami metiyertakan fotocopy dokumen
pendukung sehapgai berilout:

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP} dan/atay identitas plmpinan perusahaan;
Copy Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP);

Copy Surat lzin Ussha Perdagangan {SITIFY;

Copy Surat tanda daitar atan izin usakha di bidang peternakan dan kesshatan
hewan:

Copy Akta pendirian perusahaun dan perubahan nya vang teraltir,

Copy Nomor Kentrol Vereriner [NV}

Lopy Penetapan scbapai importir terdafiar (AT} produk hewan:

Copy Surat keterangan bermaterad tentang kepermilikan tempat penyimpanan

dingin (cold storoge] dan  alat ransportast  berpeodingin dizertai
ikt f dokumen penduky NEnYa;

9. Rekomendasi Teknis Kesmavet dari dinas provinsi;

10.Surat Keterangan mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang
keschatan masyarakat veteriner dengan dibuknkan surat pengangkaten darg
pirpinan perusshaan atau kontrak kerja; dan

11, Laporan realisasi pemasukan periode sebelumnya;

12.8urat permyatan serapan daging S0 yang telah diverifikasi oleh dinss provinsi
asal daging sapi lokal;

13.3ural pernyataan bermaterai  yaug menyatalan  babwa  dekumen  yang
disarnpaikan henar dan sah.

Demikian disampaikan, atas perhatannya diucaplkan terinia kasih,

WHEd b

Hormat kami,
- TTD dan
hMalerai
1
Rp. 6000 Stempel Periaahaan
MNama Jelas
Jabatan
* coret yang tidak perly
Tembuzan

Ditektur Jenderal Feternakan dan Keasehan e Hewnn



Format-2

Tal, bulan, tabun

Nomaor

Lampiran

Hal . Penolaken Permoohonen Rekomendasi Teknig Kerehatan
Masyarakat Veteriner untuk Pemasukan
Karkas, Daging, dan/atan Olahannya Ke Dalam
Wilayah Nepara Republik Indonesia

Yih.

Pemohon

di-

Sehubungan dengan surat Ssudara MNomor .. tanggal ... perihal permohopnan
Rekomendasi Teknis Hesshatan Masyarakal Veteriner untuk Pemasulan karkas,

daging, dan/atau olahannnya ke dalam wilayalh negard Republik Indoncsia, dengan
ini diberitahukan bahwa permohonan Saudare ditolalk dengan alasan:

Demiloan disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Keszehatan
Magyuraleat  Veteriner
dan Pascapuanen,

Namia
NIP,

Tembusan: ;
Liurckiur Jenderal Peternakan dan Keeehatun Hewan



Format -3

KOP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
REKOMENDAS] TEXNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

amor ; "

arppiran : : :
Ha) : Rekomendasi Telnis Kesehatan Masyarskat Yeteriner
Yih.

Mentesi Perdapangan Rl

Cq Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Di tempat

Schubungan den stirat Saudara (Pemohon) nomor.... tangeal.. peribal.... yang
Latni terima dan berdasarkan Pasal 25 ayat (2] Peraturan Menterd Pertanjan Normor
............. tentang Pemasuban Karkas, Dapng, dan/fatau Uahannya Ke Dalam

Wilayah Republik Indonesia, dengan ind diberitahulan kepada:
Nama Petusabaan / Pemohon Y

Alamat Perusahasn /Femohon
Alamat Tempat Penyimpanan

dengan rincan schagai beriloat:
#. Rincian Pemaszukan:

Poat Terf{HS) ?ﬁfﬁl Jpc,ﬂfﬂlgﬁ? MNegara asal Tempat‘

b. Nana upit usahs dan
establisfment rmber

¢. Transit L aaEer

d. Tujuan penppunaan - Industrt, hutel, restoran, katering,

e. Masa berlalm O

diberikan Rekomendas Teknis Keschatan Masyarakat Veteriner dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebaga syaratén untuk mendapatken izin pemasulkan
karkas, daping, dan/atan olahannya dad Menteri Perdagangan.

2. Pemasukan karlkas, duging, dan/atau olahannya harys memenuhi PCTSyaratan
seperti tercantuom dalam {ampiran vang merupakan bapan tidek terpisghkan
dari Rekomendasi mj.

3. Perusahasn/pemohan dikenakan sanks apabila tidal metaksarnakan ketentuan
Fazal 4 avat {2} dan aval (4); Pasal 5; Pasal 23 ayvat {1} huraf k, huraf 1, hundd
m, ayat (2] buruf d, ayat (3) huruf h, dan avat (4] horf d; Pasal 31; dan Pasal
32 Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tcntnhy Pemasukan Karkas, Daging,
danfatan Glshannya Ke Dalam Wil:yklah Negara Republik Indonesia.

% Dalam hal tejadi wabah penyakit hewan danjatan perubahan  status
kemnanan pangan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatalan
tidak herlalar,

5. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplkarn,

Demikian  Rekomendasi  ini  diterbitkan  untuk dapat  dilaksanekan dan
dipergunakan sebagaimana mestinva,

Dhirektur Kesehatan Masyarakat Veterioer
dan Pascapanen,

Tembusen disampaikan kepada Yth.

. Menteri Pertanian;

Direlctur Jenderal Peternakan dan Kesshatan Hewan:

Direltur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

Kepala Badan Karantina Pertanian:

Kepala dinas provinai yang membidangi fungsi keschiatan magyarakat veteriner:

ggpaiﬁ Ealai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian tempat pemasukan;
Mono.

mEiab S e




Format — 3 (Lampiran -1

VETERINARY REQUIREMENTS EYIR POULTE ¥ MEAT I PO TATION

I order o prevent the entry of infectious animal diyeuses, 0 teglect conSwmers fram oot diseases
ard lo srswere the safety of imported meat, in actordoncs with the Pegulstion of the Mimster aff
Agmiculiure fe., the meat import figense holder showld gty the finlouing requiremaes;

1/

I

BANITARYT CERTIFICATE

Any corstgrement of peultry meat from olersees st be oeorMpomad by o Sonitgry Certificate
Esued by an Authorized Veterinorinn Jram the cotuiing of origin certifiing thal:

. The country of orgin is declared free fron Highly Pathogenic Awan Iefluenzd (HPAD prior ky
shifimanl

2, For the duck meat come from farm declared free from duck wiral hepatitis and duck enteritia e
Ieasi 90 days pegr to shimen),

5. The poultry mear shall be origingted From pproved sleughlerhouses which af legar squal o
Indonesicn stgngdardd sluyghierhotses, and hes bogn Iriried] the ante mortem ond Doml cwTem
examInations as well 15 processed in srcordance with the sorihany and Ryygenie igirements sp
that the freat is safe and At for human CoRSUmElien

4 Al pouliry ineal iy fore said in point 3 shoeld berrd on the zurface the inspection stam o in the
rase af @ pack of pisces af poultvy meal, the stamp must be applied on the surfuce of poultry
meat radamg.

3. The poulry meal does At contain preservatives, addifves and or Hhar subsianee o g level
whirh may couse hosard @0 fdman and the storape of pouliry meat dacs not exvepd days
Denods (A lemperature G—~C for challed and & months periods i waperatyre -18%C for frozen
front the date of slaeghiering to the port of entry i Indonazid.

6. Any shiprent powlry carcmases from vauntry engin bug fndonesty shal be eepe i with
Halad Cartifinate whach izsued by Approwal Halal Cevtifier Boduy.

CODE OF PRACTICE FOR SLAIGHTERING, {RANSEORTING AN PACKASING

I. Any imporeton of pouliy meat frum oversens destined Jur public consumpton wnd/or trade
shell be derived from approwed staughtertonses mentioned in peragreph LY and stayghtered in
tecordance: with tha lslumic procedure, and miated with o kol centificale and Lveterinary controf
Aurilher of staughiterhnuse v ;.

2. The importad pouliey reaf shall ber stipped direcly fromn the country of angin ta the g o entry
= Indonesio, axcem approved by DOLS and Aremal Health,

d. The pocking of powliey mzat sholl he crginally seated with off marks Irlriding the neterinorg
cohtrpl number, date of slaurhter and tygh of powltry gt are 2t olaary Be read,

4, Tha pontainer for ransporting powliny meat front the country of arigin shall be seqled by the
Authorized Veterinarian ard may be glrcd ondy by the Authorized Anine? ugrontne Qffrcer tn
the part of enery.

5. During travespeortalion. ithe anpenctire 1w e contarier shalf be wept sinble (terwaen - T80 o - 20
o for fruzan

QEARANTINE AND (NSPEC TN
I, Arimal quarerivw mspection

1) Any impartetion of poulirn eeor skall be seported By the rmparted to he crival queranting
officer af the port of entry for quarantine Irsppchan, M mesordancs ith the Exigtirtg
fricrantine regrelolhons,

21 All of moorted poadiry ment stust be recardied ty the Autharized Quoranting Veterinaran af
the ot of endry.

& Contred of cestribretion.

7 Al imparie] pouliry mead rohich haooe beard the quararitine inspection ean anfy by placed in
cold slorage....

2} Lomtrol o the distribution of imporied pouliryg meat ok them condurted by the Ineal Huestock
$enAces or it the services responmible for the tvestock and weterinarian public Reafth
funotion: in @ regular bas's with regard 1o the examurations o sonatary of poriing meat,
Eorage, disploy and transporting pehicles, of cdental exasnrotion when there iz a
sugpected treach of requintbon, may be undertaken.

CITHERS

The uwpiorter sholl repart the realtoanon of Lheir pauliy maat iviporation, af beast within 1 jone)
toeek after the ymport was undertaken ard el e orpnrn] peuling mest import Beettse which hape

expired to the fdrector General of Lwestock Sereees and Animgl Health te. Oirector of Vetsrinary
Publie Health and Post Hanseat.



Format 3 (Lampiran -2) Unmk daging vlahan

VETERINARY REQUREMENTS FOR IMPORTA TTON
OF MEAT PROCESSED FRODECTY

dn order to pravent the entry of iRfectious arimal dyseases, b prodect concumers fiom goonolils £iseanse
and i eravre the safaly of imported mart praceysed produnts, N aconrdones with the Fagulaen of the
Minizter of Agricvituree No, .. Hue import leerse holder should comgih the folioudng requirementa;

i

SANTARY CERTIFICATE

Any consigriment of mant processed products fron guarseas must be ascampanied dr @ Saritary
Certifingle ixonad try 0 Authorceed Vetervynan fram the country of vrigin cerlefine thut |

1. The country of ongin is declared free from fft Vadley Feuer (RVF), and Cortagious Bevine
Fleuropremuria (CEPP), Teschen [iraass. ol Affivat Stwine Farer pror w shiprmesat.

2, Tha oountry o weigm for beqf” beside Sulfth reguirement aforententioned il poind I ghall cone
Srom the eountey of origin  with free from Boutne Sporgifure Encephafupathy status, and
podiculady for bonaless: meal which gpenial rafiiremeant romas from couniry which fdlang
slamus Negliphle BSE Qisk end Controtled 55E Risk is Approved by b imported dnm Republic af
Indaresio

2 The maal progessed Auie been mrepared withe

4. The ment shafl be darived fFom arumais ushich wers bam gnd rotregd ar have been kept in
the copniny of origin of least 2 rrortz for siminart and pig.

b The meat shall originute from approvad slaughterhouses and hos pussed grite moresm gnd
post mortem gxaminations and hate been processed in aorordonce wath the sortitary end
flpgreric requiramonis so Tt the meat i sufz and fi for human ponsumfiom,

4. The meat prwessed havg been subrected o o femparature of nof less than onge fndred gnd
sivtesy, degrans celous (116407 for o periad wf not iess thon thiry minutes [0 AL

5. The conred meal hove Been manwfactered actarding le stondard carrng Frocassing technou,
and fuxte beer subjected o a ternprratre of mot de2s then one lwadred and saeen derress
celeils (1 1&Ct for a perind of nof less tham thirly mimaites (30 mirytes).

& The men! proceszed qre fit for heeman consumpRon and kad not been trected whith chemicol
preservlives ar ober foreign substance Dyursons @ e,

£ The ment processed does nol contoin preservatives, additives g or other substances of g level
twhich MmOy couse hazard 10 humare health and the storage of mear does not avcesd § monibs
perindds from the diote of production o the front of eritrny in fudamesi.

CODE OF FRACTICE POR PACKAGING AND TRANSPORTING

r. The ivparted meslt procezaed were prepiared, processed und packed (n sanriury menrer Ladsr
PELEMREIY SUEFEEIL
2. The imported meal procsssed shufl be shupped directly fran the eouniry of origin f the port af
entry in hdonesio, secept approved by IGLS and Aninal Healtl,
3 The packing of meat procassed shall be originally sealed with all marks bctuding the weteyinary
comitrdl neember, date of produedion and e af meat are sl claariy ke read.
4, Th.smﬂaﬁnwﬁ:rmwpamngnm!pmxm_ﬁﬂmLhemunﬂwufuriginshnﬂbeaml:dbyHm

autiorized weleninaror and could ouly be opened by the Authorzed Animal Garg nbirg Cffieer in
the port of entry.
5. Drirng transportation, the tamperature in the container shofl be Kepl St
B Any shipmen: holal mieat processed from country angn into Mdanesta shell be e panied with
Halai Certificate uwhich of issuad by Approed Halal Certifiar Ecedy,

Ll QUARANTINE AND (NSFECTION

1. Arimal guargmiine fnapgerons

1) Ary tmportation of meat processed shall be repurted by the fmporter to the onimal guarcrtne
officer ai the pont of ey for quaranbons inspedion, i Gocwdarce with the iy
guararhne reqularons,

o AU of impeeted menis processed ST e recorded by the Avthonied Guearanumes Valermorign
at the port of entry.

2, Contrd of distributian

I Al impurted meat provessed that hawe beard the FUATILLAE rspecior cah onfy be placad in
cold storaga .,
2} Control on the distribution of imperted meat processed then evnadvoied by the quthorized
bedennorian af the local Liestoch services of in The serines responzibie for the livesteek and
teteritnnen public health function i o requeiar Basis wilh regare To the examingtions on
gartitary af the reert processedd, sionzga, displuy end travsporing vehicles, or incidertal
et Uhien there o g suapectsd breach af revudietion. may be undertaken.

¥, OTHERS

The importer shall report the realization of thair mant processed importation, af least withir foraf
week efter [he import woas wndentaken ard retwn the arigire] meal import Hoerse that hooa exifre
13 the Lhractor General of Livestock Serpices end Animal Mealth e Directar of Velerinary Fuhlic
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VETERIAR ¥ RECGINIREMENTE FOR i PORYATION
OF MEAT

I order 12 prepent the enity of tmfectious wrinay diseazes, to proent COAsUMera from sognotic dinsgees
and tn ensure the safety af frepored MEeXl, 17 Gocordunee with phe Fegulation of the Minjsies af
Agrictdrere Mo . the ment tmpar] lieensa hulder shouid comply the folioting requiremnems:

SANTARY CERTIFICATE

£

I

I

¥ COREIIAMENE ef mear from DUBFEANS thest be acvimyphried Dy a Savirary Cerficale 15100 by an

A
Althoruzed Vetarinariin Fum the iy af angin certifiing rher

!

2

L
i

Fhe curmtry of LREN 15 deciared fivg from Foar angd Nonth Disease HEMOY, i Vallay Fevper ge1my,
Canigions Bagrne Fleurspngmpwig (CAPP), Hmderpaz prioe 1o it

Ay iioriotgn af sheen or Foe mrect Desides fulflr TIPSR anis on fiene soid in ot Fj, shel
erRE frpne e cnuRlvy af anmn ane free Srom Sorapiee g Pesle des Pains HnLixar PEOL),

ANy mparating of by et begidis SUUL repivemenss orJfove saud n poine ) shal come from
the moartey of arigin am free frote Swine Fesicidar Drvcage:, Teschen Disegme. and Afrioan Nk
Fevgr,

The covrtry of ANGIR for beel beside JUIl regnirerngnt Aot emeanoned [ Soitd 1), shall poe
Jrom the TRty of origin etk fres frem Bouiee Spontyfonm Eﬂﬂf_‘phﬂ.'upuf.hy i, g
particfarly for bonefess mear whech sperial remuirement CONLE from counry dwhick fuzen
staties Neglgille 522 Rizk and Contralled BEE Rk e Feprmiast t be inpgrted i fepublic g
Lo,

Fhe cininlry of arfqu of powsltry mopge s declared free from Akl Pathogene A Inflpenag

HPAN b 1o shigment, an Barticllanly for the duck mags cothe frum farm declnred free from

af it pack of preces af meats, the SUHAE must Be gmatied on the surface of et pacing.

The meat does not SO preserotines, addrtfves und ar other Slebsfances af q level which My
couze hozard o humon faeoih und the shirage of ineat dogs MOl exced & monihe periogs o
lemperature - 1 8 &C rom the daty o ﬂnug‘h.‘crtng b B porr e Eniry io freopeesy

[DE OF PRACTICE FOp SLAUGHTERNG, TRA WEPCRTING AND Py CRACING

ARy Uhpowlator nf et from onersons desiney Jor public cersumurenn crdlor trade shull be
derived fiom goprooed slaughteriouses mestioned [ Ferugrapl Lq and slawghtered ()
actorddrtoe wath the Jelemie recedung, shareed wale g 0l Certytete angd IFEFEFAGrY podifrg)

The untunir for LENSpOtiag meat frant he ceater of urigin sfioll be seqlad iy the autloorizad)

vEtenARnat and couhi ortlly beoened Ly e Autharizad Anime! Quaranmne Cifeer dr the por of
erLry

Luring tronsunriate:, thet taperarune i1y the o Fadner gllf L Rt stble etusee) — 5 -
Zuel)

Aty shipment FAleuss, meat, and edibie off) frum coyrry ORI i Indoneyia shall e
aceompanivd with Hala) Certificale whirh of REUEd BY Approed |glal enifier Hody,

RUARANIINE AND INEFECTION
1. Amwtn) quoranting Ugpertions
1) Any impargation of Meat shall e reported by the impsdar 5o the enimal guarcetine nfAcer o
the port of eary Jor gquarantine nSpECten, N gecondance with e EXSING quarmnting
FECUGLI S,
A All of imparted meats must be recorded hy the Authorized Quergnpine Yelennonan gf the
Aot of catry
2. Control of' disirby: fim
4 Al impeded meat thar have beard tie quaranging MSHECtish can onily be placed b cold
Eborame...
2 Cortral on i AisTiutton O IR arRE sl var i catfuchag fy Mg wthorsed Leenrioaan ql
e focvol Lions shoehe BERMORE G i ile verorces fusponsibly for the floestock G pelennaiyn
putrlic health funcion in o Tegllar busiz inth regare 1o the TXRRNUEAS g 2Rt i of the
et storuge, digpbay gnd WrAsparling rehicien, or dtesdental exgrumarion when there is g
Slspected Oreach of regulation, iy [ wngeriker,
ODTHERS
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LAPORAN REALISAS] PEMASURKAN KARKAS, DAGING. DAN/ATAU QLAHANNY A

NAMA FERUSAHAAN

MOMOR REKOMTEK KESMAVET
NOMOR ZPI

ALOKASI TOTAL

NEGAEA ASAL

TEMPAT PEMASUKAN

FERMICE PEMASLIEAN

_RINCIAN

Mea

Kategoni Potongan

Jeniz Potongan Daging

Jumlbzh {Ke) [ Ket

Aokasi

Healisasi

Hiza

1 Pritae Cut

2 [inchuestri ;

B Lamng Varias] ;= ; | —

4+ |l _..ﬁ.Fmt:m.
lanoya

TOTAL . | 5




